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Repub_luk ﬁndonesna’* Y i
* Ekawaty Kristianingsih, SH, M Hum’* i

-"5'-3'.:'Pendahuiuan ;

ReformaSi di indoneSIa tahun 1998 telah menyebabkan perubahan
ir_aen_dasar pada semua bidang, termasuk bidang hukum. Salah satu agenda
pént_irig dalam reformasi hukum tersebut adalah pemisahan Polri dari TN
Kétentuan mengenai reformasi. Polri dituangkan. di_dalam Undang-Undang.
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri {UU 2/2002) Pada pasal 13 UU 2/2002,
dmyatakan bahwa tugas pokok Polri- adaiah {1) memelihara keamanan_
dan kete'rtt_ban masyarakat (2) menegakkan hukum dan {3) membenkan

bahwa' daiam rangka menyeienggarakan tugasnya Polri berwenang
menge!uarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif.
kepolisian. . Yang d:maksud dengan peraturan kepolisian adalah sega!a.-

dalam rangica mem_e]thara ketertlban dan mer_aja_ min keamanan umum sesuai
peraturan perundang-undangan {pasal 1 angka 4 UU 2/2002),

" Dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 ten-tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan
bahwajenisdan hie-rarkhiperundang-undanganadalah UUD 1945, UU/Perpu,
P Perpres, dan Perda. Jika Polri membuat Perpol, maka dasar kewenangan
dimalksudtentusajaberasaldariditi-dalam-balinkuil-2/2002

1. Tulisan ini merupakan executive summary dari peneltian tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Kepolisian di Dalam QU
Mo 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Ekawaty Krstianingsih, SH, M.Hum, staf pengajar pada PTIK
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a. -Penfama, tei’kaltdengan kewenangan pemhuatan peraturan. Sebaga;ma na
- dike-tahu: jembaga yang- berwenang membuat peraturan perundang-.
. undangan adaiah Ieglslatﬁ (DPR/DPRD) bersama Pemenntah/Pemermtah:

: ".Daerah '

b. Kedua, terkait dengan ruang lingkup, batasan dan sanks; yang dxmuat da_'
dalam Perpol. Pasal 1 butir 4 UU 2/2002 membatasi ruang Emgkup érpoi
_ yakm dalam konteks ketertiban dan keamanan umum. Selanjutnya pésa!
5 ayat {1) huruf eruang. I:ngkup Perpoi adatah adm:mstmhf kepohs' n.

31.-‘"?9'?%;351255?%” R
A Kewenangan Pembentukan Peraturan Kepoiusnan '

_ Ketentuan mengenal Perpol sebenarnya sudah termuat daiam UU
28/1997 tentang Polri yang dugantskan dengan. Ut 2/2002, Di dalam. pasal 1
butir 3 UU 28/1997, disebutkan bahwa : “Peraturan Kepolisian adalah segala
peraturan yang dikeluar-kan oleh Kepohs;an Negara Republik Indonesm yang
srfatnya mengrkat seluruh warga masyarakat dalam rangka memehham
ketemban dan menjamin keamanan umum sesuci dengan peraturan
perundang undangan®. Ketentuan pasal 1 butir 4 UU 2/2002 se|engkapnya
berbunyl “Peraturan Kepolisian adaiah segala peratu-ran yang dikeluarkan
ofeh Kepolisian Negaro Republik Indonesia dalam rangka memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan®. Dari dua defenisi di atas ketentuan Perpol yang
dimuat di dalam UU 2/2002 menghilangkan frase “yang sifatnya mengikat
seluruh worga masyarakat” yang dimuat di dalam UU 28/1997.

Daririsalah pembahasan RUU Polridiketahuibahwa penghiiangan bagian
kalimat (frase) yang s;fatnya meng:kat seluruh warganegara didasarkan

dengan alasan frase tersebut menimbulkan kesan penonjolan kekuasaan
Polri terhadap masyarakat. Sesungguhnya ketakutan terhadap kewenangan
Polri ini menjadi beralasan, meng-ingat pada saat Polri masih menjadi bagian
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dari ABR! sebag:an besar masyarakat merasakan dan mengalamt suhtnya '
o _ﬁ berurusan dengan kepo?ssnan e ER

L Wa%au irase yangs;ﬁzfnya mengfkm‘seluruh warganegam”dthifangkan ;
“ '; bukan berart;__Perps! tidak meng:kat warga masyaraifat Hal ini terhhat dari
ketentuan pa-sai 15 a‘y’at {1) humf g UU 2/2002 yang menyebutkan bahwa
) _daiam_rangka meny@lenggamkan tugasnya Polri berwenang mengeiuarkan
B rpaEIdIaEam ruang lingkup administratif. kepolisian. Rumusan ini merupakan
: konsekwenm dan fungs; kegso hssan sebagaf bagian dan tungsi pemermtahan
Neg a_ya’ag mencakup antara Ianﬁmgss pengaturan i‘\fienuruLMomc Kelana,
__a_;umpaz peraturan kepohs;an yang bukan meru;:saixan'
o i produk ieg:slatn" Peréturan kepohs:an tersebut dapa’c berupa permtah atau
:iarangan da[am !mgkup tugas kepohman yang d;tu;ukan kepada penduduk'

' Jad: Jeias bahwa Perpol mengukat warga masyarakat '

Kewenangan Polri membentuk peraturan . di luar. produk leglslatif
sebenamya juga dlkenaf dalam ilmu administrasi - negara, yang disebut
‘:ebaga: perbuatan hukum {rechtshandehngen) fernbaga adminstrasi negara.
Menurut Prayudi, ada empat ma-cam perbuatan hukum administrasi negara,
yaitu penetapan (beschikking, admm:s—tranve affscrehon) rencana (plan),
norma jaharan {concrete normgeving), dan Ieg:s—ias; semu (pseudo-wetgemg)
Dalam hal ini penyusunan Parpol oleh Polri dapat dlkage'ton sebagal norma
jabaran; Norma jabaran diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan
perundang~undangan secara konkrit, prakiis, dan sesuai kondisi obyektif.
Sebagalma diketahui bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki perbe-
daan: yang variatif, sehmgga relatif sulit memberlakukan peraturan secara
seragam

Sebagal contoh, di Polda Jawa Timur dan Metro Jakarta diberlakukan
safety riding bagi pengendara sepeda motor, yakni menyalakan lampu
kendaraan padasiangharidan penggunaan lajurkiri. Pengaturantentang halini
memang tidak secara tegas diatur di dalam Undang-Undang 14/1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagian pthak termasuk Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat menganggap bah-wa ketentuan yang diberlakukan Polri

tersebut, Polri c.q. Direktorat Lalu Lintas memberi tanggapan dengan merujuk
pada kewenangannya yang diatur di dalam UU LLAJ, KUHAP, maupun UU
Polri. Pada hakekatnya Polri memiliki dasar kewenangan untuk menerbitkan

v
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' 3'.3-Perpoi dl brdang !alu fintas dan angkutan jalan sebagal nos’majaharan éa:: %_}3.5
LLAJ, Aiasannya bahwa hal ikwha lalu lintas dan angkutan gaEaﬁ menyaﬁgimt
.__ketertzbars dan men_;am:n keamanan umum. - SRR

@ %atasaz‘a ﬁan San%m Peraturaﬂ Ke;m?nsuaﬁ

i }Secara mpi;s;t ketentuan pasal 1 butzr 4 Uy 2,/2002 mem@eﬂ matasan
' bahwa Perpol adatah peraturan di &w‘ang ketembam daﬂ &eamaﬂaﬁ g _ym
s yang i?dak ﬁ’mﬁ‘eh bertentangan deﬁgan pemi‘ymn p&rﬂﬁﬁﬁﬁgmﬂﬁﬁ’ﬁﬁgﬂﬂ._

y harus dsperhat}kan pada pembentukan peraturan termasuk Pnrpﬁi
Qe!an'uu‘tnya akan m‘teraﬂgkan di bawah ini. :

. Asas i‘ujuan gtau sgsaran yang jelas. Se‘aap Perpo! vang dmuat hams

L memuat tujuan atau sasaran vang hendak dlcapa: untuk sekarang
'--'-.maupun masa yang akan datang. Tu;uan atau sasaran Pemo nda%« am
i '--terpailharanya !ceamanan da- lam ﬁegen (kamdagrz) '

'b."_.'&sas wgan yang tepaz dalam arfi harus dlbuat oleh organ vang %paz
o Mengena: pejebat kepolisian vang berwenang menerbitkan Perpol,
Pasa[ 8 ayat (2) UU. 2/2002 menyebutkan bahwa Polri dipimpin oleh
: _Kapo!ri Merujuk pada keten-tuan fersebut, maka organ vang berwenang
'memrbukan Parpol adalah Kapolri atau pejabat lain vang bertindak untuk
dan atas nama Kapolri. Perlu diingat bahwa Perpol tidak sama dengan
“Persturan Kaps!ﬁ atau “Keputusan Kapo-iri“, walaupun diterbitkan oleh
organ yang sama. Muatan Perpol jelas berbeda dengan Peraturan ¥apolri
 atau Keputusan Kapolri. '

£, .«ﬁ%sas &epeﬂum dalam artd Perpol harus dibuat berdasar-{an xe&:ﬂuan
Jika semua ketentuan yang mengaiur keteriiban dan keamanan umum
telah jelas diatur di dalam UU, PP, atau Perda seriz sudah dapat
diimplementasi maka Per-pol tidak diperlukan. Perpol diperiukan untuk

mencegah teriadinva.kevakumanhukum-frechtsvacuumy e

d. Asas dupat difoksonakon. Perlu diketahui bahwa Perpol adalsh praduk
hukum yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat.Dalam ha fertentu,
dapat saja terjadi penolakan dari sebagian warga masyarakat maupun dari
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- :'.sﬁba :a negs 'a iamnya Bmuk:tu '__argatper‘u d;pematﬁkanagar - B

' e;-'i'_.ﬁ.s&s %@ﬁseﬂsw.. ?e"aiu;’an pemndang undangah' yaﬂg bal%{ harus ahi o
) -menwr-mmkan asplrasz dan. kepentingan - seluruh auau pahng hda L
- ,_._sebagsan besar warga masyafar:amya i}ntuk otu Perpol haws dlsusun_ )

enjadi Eiara:é%ééﬁs bersama dari seluruh kepem:; ngan yang ;;e rkaft denga ; O
ketembar dan ér:eamanan draum. - ! e

' g’.-'f“ﬁs&s &eufwhaﬁ, Saiah satu cir; hukum yang balk adalah kon515ten aLau :
tidak kant'admt‘? satu deﬂgan yang fainnya. Penyusunan Parpoi jelas ﬁdak..__'
dapat é:%eri:entangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi {/ex
superior} da-lam hal ini dengan undang-undang di bidang ketertibandan.
keamanan umum.

g. Asas kejelason terminologi dan sistemuatika, Datam hal ini, terminologi+
yang - digunakan  dalam:. -Perpol . harus konsisten dengan peraturan
-perunéangan yang ada sehingga tidak menimbulkan penafsiran baru.

b Asas dapat dilerail, dalam art SEWP Perpol yang dkkeluarkan dapat
\ daketaﬁu! oieh pubhk secara luas.

EN ﬁms ge@'samae:m gﬁr ﬁegzun hukum. Perpol tzdak dapat rmemuat ketentuan
yangn menyebabka’x Der bedaan perlaku?an secara sewenang~wenang

j.  Aseos kepostian hukum. Perpol harus dirumuskan dengan jelas dan tepat.
dika harus dilakukan perubahan, maka harus mempertimbangkan dengan
baik ke-pentingan orang yang tarkena akibat perubahan tersebut.

k. Asos memperhniikan keadoan individy dalam peloksancan hukuem.
“Ditinjau ‘dari aspek pelaksanaan hukum, Perpol jelas lebih fleksibel
:dibandmg Uﬂdang—Undang atay Peraturan Daerah. Hal ini dapat terjadi

{
‘?akftLa daiam melaksanakan ke-tenfuan hukum, dibanding dengan
pertiimbangan ideal. Dalam beberapa hal khusus, Perpol juga dapat
disusun dengan menyimpangi peraturan yang ada.
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Pasai 1S ayat {13 huruf e membatas: ruang §mgkup Peri;}oi daiam §_;ngkup_ .

-'Sastemataka Tekm%»: Pemwsunan Per‘turaﬁ Pers.maaﬂgamdangan '

iamp;ran ULE 1@/2084 diketahue bahwa sanksr admimstra‘af dapat

5 berta ku dt bmang %ceter‘“ban a“a_ amanan um um,”maka 'te_mﬂ"sajs digj’éﬁ_' :
kontrol terhadap Perpoi :.ﬂrse%}ua. ‘Dalam: kedudukannya sehagal p' A
'Poiri Kapofﬂ bertanggung gawa% iaﬂgsung kepada Presiden. Sesuai aengan
katemuan ini, maka’ gaertanggung jawabap stas Ferpei yaﬂg dikeluarkan sieh._
Fapeln adaiah;uga kepada Presréen ; o . S

iti. Penu?up

A, %(esémpuéan

1. Dasar kewenangan pembentukan Perpel secara ekspitsﬂ: d:muat i

“dalam UU 2/2002; tepatnya 15 ayat{ 1) huruf e. Secara hirarkis dasar

- kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan dari UUD 1845 pasal

30 ayat (4) dan TAP MPR NOMOR : VIi/MPR/2000. Perpol merupakan

peraturan kebijaksanaan {freies ermessen} yang diterbitkan clehergan

Pemerinta han sebaga: "ieg:s!asr semu” dalam rangka penyeienggaraan
pemermtahan di negara hukum modern. o

2. Ruang iingkup dan batasan pengaturan yang seyogyanya dimuat
dalam Perpol harus memenuh: kriteria sebagai berikut : menyangkut
kepentingan umum, Keputusan Polri dapat bersifat pengaturan, dalamn

“hal ini memuat norma terkait ketertiban dan keamanan umum, dan
dapat memuat sanksi administratifkepolisian. Kriteria ini membukitikan
“bahwa ada perbedaan antara Peraturan Kapolri dan Perpol. Tidak

Polri terkategori Perpal.
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-:?\ﬁmﬂmg'_ tmg:shms inye yan engaﬂskut kepentingan umum, malka
"Pems sa;sgyawa dita%'bmica"é oleh’ Kapeir dalam Reauc;uﬁa’mya_' _
- selaku pemesgang kekuasaan’ z.ez‘ﬁﬂc'gx di isnf"kumgan Polrl. Dalam:hal: -
:xcsfﬂ pﬂgabaL Polri yang mererbttkan Perpo g_s'_kg_é;ﬁg;;%ak_.;m '
dan Ftas nama Kapsir% ST

ﬁ ﬁ@%@m@méass

i _ﬁeriu d;'mfﬁmaﬂsam E:sera*turan yang ada di ungkungaﬂ Peir yarg da!ﬁat;f. _
B cii%fa‘tegonkan sebagaz Perpal. - -

=2, ':Umuk mencegah ‘cer;admya kekosongan hukum maka Palri dapaL-_---
" berinisiatif menerbitkan Perpol. : "
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